PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEFUTUSAN PRESIDEN REFUBLIK INDONESTA

No.: 256 TiHUL 1966
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, :
- Menimbang : bahwa dengan terbentuknja Kabinet AMPERA, dipandang perlu
: memperbaharui susunan Panitya Pusat Penampungan Bentjana Alam;
- Mengingat s 1. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar 1945 ;
\§¢ 2. Keputusan Fresiden No. 163 tahun 1966 ;

Mendengar : Sidang Fresidium Kabinet aAmpera ;

"’ MEMUTUSKATN:

Ienetapkan :

PERTAMA : Mentjabut Keputusan Presiden No. 312 tahun 1965 dan nemper-
hentikan dengan hormat Ketua, Wakil Ketua dan para anggota
dari Panitya Pusat Penampungan Beatjana hAlam seperti termiixsud
dalam Keputusan Presiden No. 312 tahun 1965 tersebut dengaa
mengut japkan terima kasih atas djasa-djasanja.

: Membentuk Badan Pertimbangan Penanggulangan Bentjana Alam

serta mengangkat pedi.ilit-pedjabat tersebut dibawah ini untuk
duduk dalam susunan Badan Pertimbangan tersebut o

Ketua merangkap Anggota : Menteri Utama Bidang Kesedjaa-

teraan Rakjat ;
Wakil Ketua merangkap Anggo-: Menteri Sosial
Tt

Anggota-anggota 1. Menteri Dalam Negeri ;

2+ Menteri Keuangan ;

3. Menteri Pekerdjaan Umum ;
L, Menteri Pertanian ;
- 5. Menteri Pertambangan ;

6. Menteri Kesehatan ;

7. lenteri Penerangan ;

8. Wakil dari Komisi F. Dewan
Perwakilan Rakjat Goteong-
Rojong ;

9, Xepala Staf HANKALL,

KETIGIX .--oo;o
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: (l) Badan Pertimbangan Penanggu]angan Bentjana Alam: bers
tugas merumuskan kebidjaksanaan dan menjarankan tine _
dakan-tindakan kepada Pemerintah mengenai penanggulang-
an Bent jana Alam jang timbul atau kemungkinan besar
akan segera timbul ;

(2) Dalam melaksanakan tugasnja Badan Pertimbangan Penang-
' gulangan Bentjana Alam bertanggung djawab kepada Ketua
Presidium Kabinet. '

Untuk melaksanakan kebidjaksanaan dan tindakan jang diambil
oleh Pemerintah dibentuk team koordinasi Pelaksanaan Penang-
gulangan Bentjana Alam jang susunan serta tugas kewadjiban-
nja ditetapkan oleh Ketua Presidium Kabinet. '

Segala pembiajaan dari Badan serta team seperti jang terse-
but dalam pasal KEDUA dan KEEMPAT diatas dibebankan kepada
anggaran Pemerintahan Tertinggi.

KELTMA

KEENAM Dengan berlakunja Xeputusan ini semua harta kekajaan serta

persoalan-2 jang ac. pada P,P.P,B,A, diserahkan kepada dan

“»

mendjadi tanggung djawab dari B.,P.P.B.A., sedangkan harta

kekajaan serta persoalan-2 jang ada pada Staf Kerdja P.P.P.
» B.A. diserahkan kepada dan mendjadi tanggung djawab Team
. Koordinasi Pelaksanusan Penanggulangan Bentjana 4lam,

KETUDJUH

*s

Dengan berlakunja Keputusan ini semua peraturan jang berten-}
tangan dengan Keputusan ini dinjatakan tidak berlaku,

KEDELAPAN

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

SALINAN : Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui
kepada :

1. Para Menteri Utama ;

2. Para lMenteri ;

3+ Pimpinan M,P.R.S.;

ho Pimpinan D.P.R.-G.R.:

5. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan ;

6. Para Wakil Ketua D,P,A,;

7. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;
8, Perbendaharaan dan Kas-kas Negeri di Dgakartd i
9. K.P,P.N, di Djakarta ; .

?

10. Para Kepala Biro Sekretariat Negara ;

Ditet&pk‘ln soseq
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Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Desember 1966.

PRESIDEM REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO




